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NOTADINAS 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. 

--~-------------

KepadaYth. 
Direktur Program Pascasarjana 
UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah 
disertasi berjudul : 

ISTISHLAH SEBA GAi METODE FORMULAS! HUKUM DAN 
RELEV ANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN 

HUKUM ISLAM DI INDONESIA 

yang ditulis oleh : 

Nama : Drs. Noor Achmad, M.A. 

NIM : 88114/83 

Program : Doktor 

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 17 
Aprii 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajuka..'1 ke Program 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka 
Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu 

Agama Islam. 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. 

Vl 

Prof Dr. H.M. Amin Abdullah 
NIP.: 150216071 



NOTA DINAS 

Assala11w'alaik11111 wr. wh. 

Kepada Yth. 
Direktur Program Pascasarjana 
UrN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah 
disertasi berjudul : 

ISTISHLAH SEBAGAI METODE FORMULASI HUKUM DAN 
RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN 

HUKUM ISLAM DI INDONESIA 

yang ditulis oleh : 

Na ma 
NIM. 
Program 

: Ors. Noor Achmad, M.A. 
: 88114/53 
: Doktor 

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 17 April 
2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka 
Promosi Doktor (S3) dalam rnngka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama 
Islam. 

rVassa/amu'a/aikum HT. wh. 

Y ogyakarta, 

('\ 

Prom or/ Anggota Penilai, 

, . Oodri A. Azizy, M.A., Ph.D. 
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NOTADINAS 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Kepada Yth. 
Direktur Program Pascasarjana 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah 
disertasi berjudul : 

ISTISHLAH SEBAGAI METODE FORMULAS! HUKUM DAN 
RELEV ANSINY A DENGAN PEMBAHARUAN 

HUKUM ISLAM DI INDONESIA 

yang ditulis ole!'i : 

Nama 
NIM. 
Program 

: Drs. Noor Achmad, M.A. 
: 88114/S3 
: Doktor 

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 17 April 
2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka 
Prcmosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama 
Islam. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Y ogyakarta, 

Promotor/ Anggota Penilai, 

P±~~Mdjir 
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NOTA DINAS 

Assalam11 1alaik11111 wr. wh. 

Kepada Yth. 
Direktur Program Pascasarjana 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah 
disertasi berjudul : 

TSTISHLAH SEBAGAI METODE FORMULAS! HUKUM DAN 
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Nam a 
NIM. 
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Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka 
Promosi Doktor (SJ) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama 
Islam. 

Wassa/a11111'alaikum wr. wh. 

Y ogyakarta, 

Anggota Penilai 
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NOTADINAS 

Assalamu'alaikum wr. wb. 
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Direktur Program Pascasarjana 
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Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah 
disertasi berjudul : 
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Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka 
Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama 
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Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Y ogyakarta, 

Anggota Penilai, 
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NOTA DINAS 

Assa/a11111'alaik11m 11'1". irh. 

Kepada Yth. 
Direktur Program Pascasarjana 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 

Disampaikan de11gan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah 
disertasi berjudul : 

ISTISHt.,Atl SEBAGAI METODE FORMULASI HUKUM DAN 
RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN 

HtrKUM ISLAM DI INDONESIA 

yaPg ciitulis oleh : 

Na ma 
NIM. 
Program 

: Ors. Noor Achmad, M.A. 
: 88114/SJ 
: Doktor 

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 17 April 
2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka 
Promosi Doktor (S3) dalam rangka mempero!eh gelar Doktor dalam bidang llmu Agama 
Islam. 

Wossalam11'a/aik11111 HT. wh. 

Y ogyakarta, 

Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. 
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ABSTRAK 

Mengkaji filsafat hukum Islam akan selalu menghadapi dilema antara 
penggunaan nalar dan nash, karena melakukan kajian filsafat hukum berarti mengkaji 
hakikat hukum atau mengkaji hukum sampai pada inti dasarnya. Untuk mencapai 
hakikat hukum, diperlukan kajian yang menyeluruh dan berpikir holistik, kritis, radikal, 
spekulatif, dan reflektif. Artinya, hukum harus diletakkan pada sesuatu yang netral 
untuk dikaji dan tidak dogmatis. 

Sementara itu hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada wahyu 
Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Artinya hukum Islam tidak bisa dipandang sebagai sesuatu 
yang netral dan tentu saja mempunyai unsur dogmatis. Namun demikian, hukum adalah 
untuk manusia, dan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial akan selalu mengalami 
perubahan. 

Perubahan sosial yang dialami oleh manusia, membawa konsekuensi adanya 
tuntutan perubahan terhadap hukum, antara perubahan sosial dan tuntutan hukum. Baik 
Al-Qur'an maupun Rasulullah saw dalam banyak hal memberi kelonggaran di dalam 
menggunakan penalaran (ra'yu) untuk memahami Al-Qur'an dan Al-Snnnah. Dengan 
penalaran ini, Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis, 
tetapi sesuatu yang hidup dan bergerak sejalan dengan perubahan dan pergerakan 
tuntutan manusia terhadap hukum. Namun demikian, hakikat pergerakan ini bukanlah 
untuk mengubah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, karena yang berubah adalah manusia itu 
sendiri. Pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam persoalan 
hukum disebut dengan fiqh, dan oleh karena itulah fiqh dapat berubah sesuai dengan 
perubahan tuntutan ruang dan waktu. 

Di antara metode penalaran untuk memahami nash dan memformulasikan 
hukum agar supaya dapat memberikan jawaban terhadap perubahan sosial, adalah 
menggunakan penalaran atau mencari kemashlahatan. Penalaran ini berangkat dari 
paradigma maqashid al-syar 'iah atau tujuan-tujuan ditetapkannya hukum, yaitu untuk 
menciptakan kemudahan bagi manusia agar terwujud kemashlahatar1 bagi manusia, baik 
di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penalaran istishliib. ini lebih menekankan 
pada penelusuran secara mendalam tentang untuk apa hukum itu ditetapkan dan 
diberlakukan bagi kehidupan manusia. 

Setelah Rasulullah saw wafat, penalaran istishliib. banyak digunakan oleh para 
sahabat, khususnya yang paling terkenal adalah 'Umar ibn al-Khaththab. Dalam 
beberapa kasus, ia tidak saja melakukan pemahaman terhadap nash yang berbeda pada 
zamannya, tetapi juga berbeda dengan apa yang telah berlaku pada zaman Rasulullah, 
sehingga keputusan-keputusannya itu dianggap bertentangan dengan nash atau sesuatu 
yang pada saat itu telah menjadi hukum positif. Penggunaan penalaran istishliib. 
berlanjut pada masa-masa berikutnya yang kemudian mendapat kejelasannya secara 
metodologis pada zaman ulama mujtahid bersamaan dengan tersusunnya metode
metode istinbath atau ijtihad hukum yang lain. 

Semua ulama hampir sepakat bahwa istishliib. dapat dijadikan sebagai hujjah 
syar 'iyyah selama kemashlahatan yang ditetapkan itu sejalan dengan Al-Qur'an dan 
Al-Sunnah. Dari rumusan ini muncul pertanyaan, yakni sejauhmana istishliib. dianggap 
tidak bertentangan dengan nasn dan siapa yang berhak menetapkan hukum yang diduga 
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kuat mengandung kemashlahatan. Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh suatu 
kekhawatiran bahwa kemashlahatan hanya didasarkan pada pertimbangan hawa nafsu 
atau kehendak manusia semata. 

Menjawab pertanyaan tersebut, ditemukan bahwa ruang lingkup kemashlahatan 
di sini hanya dalam bidang hukum yang sejak awal telah menjadi garapan manusia 
dalam setiap aspek kehidupannya. Artinya, ruang lingkup penalaran istishliill ini bukan 
pada wilayah syari'ah, karena wilayah syari'ah sejak awal bersifat statis dan berlaku 
sepanjang masa. Meskipun wilayah syari'ah ini juga tujuannya untuk kemashlahatan 
manusia, namun yang mengetahui secara persis terhadap syari'ah adalah Al-Syiir 'i 
(Allah dan Rasul-Nya). Adapun manusia mempunyai kekuatan dan kewenangan untuk 
menentukan kemashlahatan, karena manusia mempunyai kekuatan untuk menilai baik 
dan buruk, benar dan salahnya sesuatu, berdasarkan pada kaidah-kaidah umum nash. 

Penggunaan istishliill dalam memformulasikan hukum menjadi lebih penting 
manakala dikaitkan dengan urusan sosial kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab 
pemerintah/negara, yang dalam bahasa politik disebut sebagai u" a/-amr atau waliy 
al-amr. Karena bagaimanapun juga saat sekarang ini negara-negara Islam yang ada di 
dunia telah menjadi negara bangsa (nation state) yang masing-masing memiliki 
landasan filosofi ctan sistem huk:umnya sen<liri. Dalam kont~ks inilah, kemashlahatan 
menjadi bagian sllbstansial kebutuhan manusia yang universal, yang dalam banyak hal 
menjadi porsi negara/pemerintah untuk mengaktualisasikannya. Artinya. selama 
kemashlahatan itu ada mak& berarti hukum Islam itu telah berjalan, dan kemashlahatan 
itu dapat dillinbil atau diformulasikai1 ma.'lakaia ierdapat keadilan dan kepatutan umu..ll 
yang dirasakan oleh manusia. 

Dalam kajian penggunaan istishliill sebagai metode formulasi hukum Islam di 
Indonesia, yang buk:an mt:rupakan negara Islam, meskipun m:\y0ritas penduduknya 
beragama Islam yang tentu saia tiJak satu madzhab, penggunaan metode istishliill 
merupakan kebutuhan yang sangat niscaya dan penting adanya. Apalagi Indonesia 
memiliki kultur, filosofi, nilai, dan sistem hukum tersendiri. Ini dapat dilihat dalam 
beberapa produk hukum yang merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh 
negara/pemerintah sebagai uli al-amr/waliy al-amr, bagi kaum Muslim di Indonesia, 
seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa aturan hukum yang terkait dengan 
kepentingan umum, tampak sekali menggunakan metode istishlall atau pendekatan 
kemashlahatan. Karena inti dari formulasi hukum di Indonesia yang dibutuhkan adalah 
hukum yang dapat menghadirkan kemashlahatan dan kebaikan bagi warga-bangsa 
Indonesia, dan demikian itulah yang berkembang dalam pemikiran dan pembangunan 
hukum di Indonesia. 
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TRANSLITERASI 
Arab-Latin 
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• Penulisan hamzah pada awal kalimat tidak ditandai dengan apostrof {'}, tetapi 

langsung menggunakan vokalnya. 

• · Untuk vokal tunggal fath.ah dilambangkan dengan {a}, kasrah dengan { i}, dan 

dlammah dengan { u}. Sedangkan untuk vokal panjang dengan a/if dilambangkan 

dengan {a}, vokal panjang denganyd' dilambangkan dengan {i}, dan vokal panjang 

dengan wawu dilambangkan dengan { il } . 

• Kata sandang {JI}, qamariyyah maupun syamsiyyah penulisannya disamakan, yakni 

{al}, misalnya J..J..1 ditulis al-hamd sementara ..,._Ji ditulis al-nahr. 

• Tanda syiddah (rangkap) dilambangkan dengan mengulangi huruf yang sama 

dengan yang diberi tanda syiddah. Misalnya 41 ditulis: Umayyah 

• Ta' Marbutah 

1. Yang hidup transliterasinya adalah: /ti 

2. Yang mati transliterasinya adalah: /hi 
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KATAPENGANTAR 

Bi ismi Allah al-Rallmiin al-Raf1im 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan 

inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini, meskipun 

berada di saat-saat terakhir menjelang masa studi penulis berakhir. 

Shalawat serta salam, semoga tercurah ke haribaan Nabi Agung Muhammad 

saw, Rasul pembawa risalah yang membawa rahmat bagi semesta alam jagad raya ini. 

Penulis menyadari, di dalam penulisan ini telah mencurahkan segala daya dan 

kemampuan. Namun demikian, di tengah-tengah kesibukan penulis, baik sebagai wakil 

rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Rektor Universitas 

Wahid Hasyim, dan di organisasi sosial keagamaan yang lain, tentu ban yak kekurangan 

dari ketidaksempurnaan yang menyertai kehadiran disertasi ini. 

Disertasi yang mengusung tema besar tentang penalaran sebagai metode 

formulasi hukum Islam, penulis beri judul sebagai Metode Formulasi Hukum dan 

Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Disertasi ini 

mengemukakan suatu kajian bahwa perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat 

akan selalu berkembang secara terns menerus, sementara hukum Islam ditantang untuk 

dapat senantiasa memberikan jawaban dan solusi. Kevakuman hukum dalam merespons 

perkembangan sosial yang terjadi, akan dapat melahirkan anomy di dalam masyarakat. 

Karena itu, upaya untuk memberikan solusi dan jawaban hendaknya juga terns 

menerus dilakukan dengan penalaran atau metode ijtihad. Tujuannya untuk dapat 

merealisasikan kemashlahatan di dalam masyarakat, namun sekaligus sejalan dengan 

maksud dan tujuan syara' (al-mulii 'imah Ii tasharrufdt al-syar '). 

Indonesia, sebagai negara yang penduduknya sebagian besar adalah muslim, 

tidak terlepas dari tuntutan perubahan sosial yang menyertainya. Dalam kaitan hukum 
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perdata Islam di Indonesia, selama ini telah tumbuh, berkembang, dan bahkan 

dilegalisasi oleh Pemerintah, baik pada masa-masa pra kemerdekaan hingga setelah 

masa-masa reformasi terjadi di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia, sebagai uli al-amr!waliy al-amr, melalui kewenangan al-

siyasah al-syar 'iyyah-nya, dituntut untuk dapat memberikan perlindungan dan kepastian 

, hukum kepada warganya, termasuk di dalamnya yang beragama Islam. Di antaranya 

adalah melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur, 

memberikan perlindungan, dan mensejahterakan mereka, yang dalarn bahasa agama 

disebut dengan kemashlahatan. Karena itu, jika pemerintah mengeluarkan peraturan 

perundang-undangan, sudah barang tentu harus senantiasa diorientasikan bagi upaya 

untuk merealisasikan kemashlahatan umum. Di sinilah kepentingan al-siyasah al-

syar 'iyyah mendapatkan tempat dan legiiimasi syar 'iy sebagai regulasi untuk 

merealisasikan kemashlahatan rakyat. Itulah yang dikaji dalam disertasi ini. 

Penulis juga menyadari, bahwa disert:asi ini dapat terselesaikan karena dorongan .,,. 

dan bantuan semua pihak. Karena itu, melalui pengantar ini, penulis mengucapkan 

terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada Prof. Dr. A. Qodri Azizy dan 

Prof. Dr. Noeng Muhadjir, promotor dan co-promotor penulis yang tidak henti-

hentinya memberi support dan mengingatkan penulis. Buku yang berjudul Eklektisisme 

Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, tulisan Prof. 

Qodry, di samping pemikiran-pemikiran beliau yang reformis di bidang hukum, benar-

benar telah memberikan inspirasi dalam penyelesaian disertasi ini. Demikian juga Prof. 

Dr. Noeng Muhadjir yang telah memberi kelonggaran penulis untuk mengembangkan 

pemikiran. Buku Prof. Noeng Muhadjir tentang Metodo/ogi Penelitian Kualitatif telah 

memperlihatkan bahwa pemikiran beliau dalam bidang metodologi tidak pemah 
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berhenti. Metodologi penelitian postmodern yang diurrgkap beliau telah penulis coba 

terapkan dalam penelitian ini, terutama post positivisme phenomenologik interpretatif 

dengan melakukan dekonstruksi manhaj tasyr'i (istinbat al-ahkam) urrtuk istish/ab:_. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. M. Amin 

Abdullah, MA, Rektor UIN Surran Kalijaga Yogyakarta yang dengan kebijakan dan 

fasilitas-fasilitasnya memberikan kesempatan kepada penulis urrtuk menyelesaikan 

disertasi ini. Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Prof. DR H. 

Iskandar Zulkarnain Direktur Program Pasca Sarjana dan kepada Prof. Dr. Machasin, 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur'an clan al-Sunnah merupakan sumber hukum Tslam yang utama. 

Namun demikian, kedua sumber tersebut turun pada zaman Nabi Muhammad 

SAW, sedangkan peristiwa yang dihadapi umat manusia senantiasa muncul dan 

berkembang. Meminjam ungkapan Ibn Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid wa 

Nihayah al-Muqtashid, al-Syarii 'i mutahaddidah wa al-waqa 'i mutajaddidah 

(syari'at terbatas dan peristiwa-peristiwa selalu baru). 1 Oleh karena itu, secara 

material, al-Qur'an dan al-Sunnah tidak cukup mampu atau tidak bisa 

menampung hukum-hukum baru yang muncul. 
2 

Untuk menghadapi tuntutan perubahan dan perkembangan hukum 

tersebut, sejak Rasulullah SAW wafat, telah dipraktikkan berbagai cara penalaran 

untuk melakukan istinbath hukum dari nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Bahkan 

menurut pendapat sebagian ulama, Rasulullah SAW juga telah melakukan 

ijtihad.3 Pada periode awal ini, telah dikenal prinsip-prinsip qiyiis (analogy), 

istihsan (equity), istishldb. (utility), 'urf (common law) dan sebagainya. 

Penggunaan metode altematif untuk menemukan hukum selain yang dapat 

dipahami secara langsung dari nash tersebut, juga telah terjadi pada zaman Nabi 

1 lbn Rusyd, Abu Walid Muhammad, Bid<iyah al-Mujtahid wa Nih<iyah al-Muqtashid, (Semarang 
: Usaha Keluarga, tt., him. 2. 

2 Abu al-Fath Muhammad 'Abd al-Karim ibn Abi Bakr Ahmad al-Syahrastani, al-Mila/ wa 
al-Nihal, (Cairo: D~r al-Fikr al-'Arabi, 1946), him. 200. 

3 Muhammad Salamadkfu, Manahij al-ljtihdd Ji al -Islam. Kuwait:Jamai'ah al-Kuwait. 1974. 
him. 351-353. Ijtihad Nabi SAW juga telah diteliti secara khusus oleh 'Abd al-Jalil 'Isa denganjudul: 
ljtihdd /-Rasul Shalla Allah 'alaih wa Sal/am yang diterbitkan oleh Dar al-bayan di Beirut. 

1 
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Muhammad SAW. Sebagai bukti pada saat itu, Nabi telah menggunakan hukum 

adat (common law), kebijakan hukum (equity), dan legislasi.4 

Penggunaan penalaran dalam formulasi hukum setelah periode Nabi, telah 

menimbulkan pro dan kontra di kalangan para Ulama. Sejak pertengahan abad I 

Hijriah, telah timbul dua kelompok yang berbeda metode (manhaj) berpikimya. 

Pertama, kelompok pemikir atau ulama yang hanya menekankan kepada hadits 

sebagai altematif sumber hukum setelah al-Qur'an, tanpa menggunakan 

penalaran, yang lebih dikenal sebagai Ahl al-hadits. Karena di dalam memahami 

nash bersifat tekstual. Kelompok ini kebanyakan diikuti oleh ulama Hijaz. 

Kedua, kelompok ulama yang lebih menekankan pada penggunaan penalaran 

yang sering disebut dengan Ahl al-ra 'yi yang banyak diikuti oleh ulama Iraq. 

Perbedaan tersebut makin berkembang pada periode beriku~nya, khususnya pada 

saat muncuinya aliran-aliran hukum dan berhembusnya gelombang hellenisme ke 

dunia Islam. 5 

Di antara metode (manhaj) penalaran yang menimbulkan kontroversi di 

kalangan para ulama adalah metode istishltib. atau menetapkan hukum berdasar 

pada adanya kemashlahatan. Cara kerja istishltib. ini digunakan dalam menjawab 

berbagai persoalan hukum yang berkembang seiring dengan perubahan dan 

pergerakan yang dialami manusia. Perkembangan sains dan teknologi juga 

membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi problematika hukum yang 

menyertainya. 

4 D. B. Mac Donald, Development of _'vfuslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory, 
New York: Charles Scribner's Sons, 1963, hlm. 71. 

5 Muhammad Roy, Ushitl Fiqih Madzhab Aristote/es, Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas 
Ushitl Fiqih. Yogyakarta, Safiria lbsania Press, 2004. hlm. 3. 
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Konsep dasar istishliil1. ini, dalam perkembangannya salah satunya 

mengkristal ke dalam term teknik menjadi metode ijtihad (manhaj ijtihad) yang 

berdiri sendiri yang meminjam Abu Ishaq al-Syathibi, disebut al-istidliil al-

mursal atau al-mash/ab.at al-mursa/ah. Pada mulanya metode ini diletakkan oleh 

'Umar ibn al-Khaththab di dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang 

tidak ditemukan ketentuannya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.6 Sebagai 

contoh, gagasan pembukuan (tadwin) al-Qur'an yang semula berserakan menjadi 

satu mushhaf, adalah praktik penggunaan metode istishlab. ini. Secara resmi 

dibakukan oleh Imam Mfilik ibn Anas (w. 179 H/795 M). Ide dasamya adalah 

sebagai altematif untuk menjawab berbagai kasus hukum yang tidak ditemukan 

aturannya secara khusus dan eksplisit di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, baik 

yang mengakui maupun yang membatalkannya. Akan tetapi di dalam penerapan 

atau aplikasinya didasarkan pada dugaan kuat (ghalabah al-dhann) yang akan 

membawa kemashlahatan sejalan dengan apa yang diingi1ikan oleh tujuan syara' 

(al-mu/a 'imah Ii tasharrufdt a/-syar '). Tatkala madzhab Malik berkembang di 

Afrika dan Andalusia, metode ini mempunyai peranan yang besar dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat pada 

waktu itu, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan. 

Metode ini dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H/1111 M). 

Di dalam menjelaskan tiga unsur yang hams dipenuhi oleh seorang mujtahid, 

yakni ijithad, mujtahid, dan sesuatu hukum yang diijtihadi, al-Ghazali 

menyatakan, bahwa ijtihad hanya pantas dilakukan oleh seorang mujtahid yang 

6 Muhammad Baltajy, Manhaj 'Umar ibn al- Khaththdb fl al-Tasyri' Dirdsah Mustau 'abah Ii 
Fiqh 'Umar wa Tandhimdtih, al-Qahirah : Dar al-Salam, cet. II, 1424 H/2003 M, hlm. 311. 
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menguasai (muhfth) tentang cara-cara mengetahui syara' yang memungkinkan 

untuk mendapatkan · dugaan yang kuat (ghalabah al-dhann ), mendahulukan apa 

yang wajib didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan.
7 

Selanjutnya lebih pesat lagi, ketika salah seorang ulama Mfilikl, Abu Ishaq 

al-Syathib1 (w. 790 H/1388 M) membreak-down secara lebih rinci metode 

istishltih. ini. Dalam karya monumentalnya al-Muwtifaqtitfi UshUI al-Syarf'ah, ia 

mengemukakan bahwa para ulama selama ini hanya memutuskan hukum dengan 

cara istinbtith hukum b~rdasarkan kepada aspek kebahagiaan saja. Sedangkan 

aspek tujuan syari'ah (maqtishid al-syarf'ah)nya, terlupakan. Kalau pun ada, itu 

hanya sebatas pada pencarian 'illat hukum pada waktu melakukan qiyas. Ide 

dasar dari pendapat itu adalah bahwa hukum haruslah bertumpu kepada prinsip 

kemashlahatan bagi um.at manusia baik di dunia maupun di akhirat. 

Dengan demikian, hukum mempunyai peranan lebih praktis. aktual dan 

applicable. Usaha al-Syathib1 tersebut tidak salah, jika disebut sebagai 

menghembuskan ruh ke dalam jasad yang telah mati dan memasukkan substansi 

yang riil ke dalam kulit luar hukum. 8 

Perkembangan berikutnya, penggunaan prinsip mashlahat ini, tidak hanya 

diikuti oleh kalangan madzhab Malikl saja, akan tetapi hampir semua madzhab 

mengakui dan mengikutinya. Dalam kaitan ini, al-Syathib1 dalam karyanya yang 

lain al-J'tishtim, mengklasifikasikan respons ulama terhadap metode ini ke dalam 

empat kelompok. Pertama, ulama yang menolak metode istishltib. atau al-

7 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfii min 'Jim al-Ushul, tt: Syirkah al-Thiba'ah al-Fanniyah 
al-Muttahidah, t.th., hlm. 478. . 

8 Abu Ish;lq al-Syathibi, al-M1iWdfaqiit ft Ushul al-Syari 'ah, Cairo : Maktabah al-Tijariyah, t.th., 

him. 5. 
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mashlab_at al-mursalab_ yang diwakili oleh al-Baqillam (w.404 H/1013 M). 

Kedua, Mfilik ibn Anas menerima clan membangun fonnulasi huk:umnya atas 

dasar metode istishldb_ atau al-mash/ab.at al-mursalab. (band al-ahkdm 'alaih 'aid 

al-ithldq). Ketiga, pengikut al-Syafi'i clan Hanafi, seperti Imam al-Haramain 

al-Juwainy (419-478 H), menerima istishldb_ atau mashlahab_ ap<'hila tidak 

menemukan nash yang mengatumya secara pasti. Keempat, Imam al-Ghazali 

menerima al-mashlab_ah al-mursalah apabila digunakan dalam upaya 

mewujudkan kemashlahatan yang essensial (al-dlaruri). 9 

Al-Ghazali dalam karya Ushfil al-Fiqhnya Syifd' al-Ghalfl, menenma 

metode al-ma:;hlab_ah al-mursalah ini untl!k mewujudkan kemashlahatan yang 

bersifat hdjiyat (sekunder). Mashlahat hdjiyat ini menempati peringkat kedua 

setelah mashlab_at al-dlaruriyat, dan peringkat ketiganya adalah al-mashlab_at al-

tahsfniyat. Akan tetapi dalam karya Ushfil al-Fiqhnya yang terakhir, al-

Mustashfa min 'Jim al-UshUl, al-Ghazali menafikan penggunaan meto<le al-

mashla!J.at al-mursalah ini pada masalah hdjiy. Istilah yang digunakan dalam al-

Mustashfa adalah, bahwa mashlahat itu harus bersifat al-dlaruriydt qath 'iyah 

kulliyyah, artinya kemashlahatan haruslah yang bersifat pasti, meyakinkan dan 

untuk kepentingan seluruh umat. 10 Namun demikian, pada bagian lain tulisannya, 

al-Ghazali menerima mashlahat secara mutlak, apabila sesuai dengan tujuan 

syara' yang terdapat di dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma'. 

Ulama lain yang menerima al-mash/ab.ah al-mursalah adalah al-Razi 

(w. 606 H/1209 M) dalam buk:unya al-Mab.shut fl 'Jim al-UshUl. Dari madzhab 

Malikl, Syihab al-Din al-Qar~fi (w. 684 H/1285 M), al-Mahbiibi (w. 747 H/1346 

9 Abu Isnaq al-Syathibl, al-I'tisham, Cairo: Al-Manar Press, 1914, hlm. 282-3. 
10 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashf<i min 'Jim al-UshU/, Cairo : Bulaq Press, 1322 H, hlm.296. 
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M) dari madzhab Hanafi, 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam al-Sullamy (w. 660 

H/1263 M) dari madzhab Syafi'i dalam bukunya yang terkenal Qawii'id al-

Ahkdm fl Mashiilih. al-Aniim. lbn Taimiyah (w. 728 H/1328 M) seperti yang 

terdapat dalam karyanya a/-Qiyiis fl al-Syari'ah al-Isliimy, al-Siyiisah al-

Syar 'iyyah fl Ishliih al-Rii 'iy wa al-Ra 'iyyah, dan lain-lain. Tbn al-Qayyim al-

Jauziyah (w. 751 H/1351 M) dalam karyanya J'liim al-Muwaqqi 'in, Najm al- Din 

al-Thufi (w. 716 H/1316 M) dalam karyanya Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah, 

Isyiirah al-Iliihiyyah Ii al-Mabiihits al-Ushuliyah. Ketiga nama terakhir tersebut 

berafiliasi kepada madzhab Hanafi. 

Illustrasi tersebut di atas, menggambarkan bahwa metode al-mash/ah.ah al-

mursalah atau al-istishliih. tidak hanya berkembang di kalangan madzhab Maliki 

saja, akan tetapi kemudian hampir semua madzhab menggunakannya. n Oleh 

karena itu, kajian terhadap penalaran atau formulasi hukum dengan 

menggunakan metode al-mashlah.ah al-mursalah atau al- istishliih., bukanlah 

mengkaji metode penalaran salah satu madzhab saja, akan tetapi metode yang 

pada perkembangannya digunakan oleh hampir semua ulama madzhab. Mengkaji 

dasar pemahaman dalam istinbath hukum tidak hanya berdasar kepada 

pemahaman aspek kebahasaan saja, akan tetapi juga untuk memberi landasan 

filosofik bagi tuntutan hukum pada setiap perkembangan dan perubahan sosial 

yang terjadi dalam masyarakat. 

Penulis meyakini bahwa pola penalaran istishliih.i, masih memungkinkan 

untuk dielaborasi kembali, dari pemahaman mengenai subyek dan obyek hukum, 

11 Muhammad Salam Madzkui, al-Madkhal al-Fiqh al-ls/amy, Cairo: Dar al-Qaumiyyah, 1964, 

hlm. 101. 
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mengkaji sejauh mana peranan manusia dalam menetapkan hukum, hakikat dan 

tujuan hukum yang akan diformulasikan itu, guna merealisasikan dari tujuan 

syari' ah sebenarnya dan kegunaannya bagi kehidupan manusia. Di sini, juga akan 

ditelusuri, bangunan dasar dari istishliih. mulai dari isyarat nash, praktik,Nabi dan 

sahabat, serta pertentangan mengenai kemampuan manusia dalam menentukan 

mashlahah dan mafsadah, baik dan buruk, khususnya di kalangan teolog, filosuf, 

dan fuqaha'. 

Pada bagian berikutnya akan ditelusuri perspektif historis ulama yang 

menggunakan penalaran istishlah. ini, mengungkap dasar dan filosofi pemikiran

nya sebagai perbandingan untuk membangun teori berikutnya. Kajian ini juga 

akan dikaitkan antara prinsip penalaran istishlah.i dan perubahan sosial, 

khususnya dalam bidang siyasah al-syar 'iyyah. 

Beberapa karya tulis tentang penalarm istishlah.i atau a/-mash/ahah a/

mursalah, di antaranya D/awabith al-Afashlah.ah fl al-Syari'ah al-Isldmiyah 

tulisan Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buthl, Islamic Legal Philosophy : A Study 

of Abu Ishaq al~Syathibi's Life and Thought karya Muhammad Khalid Mas'ud, 

Nadhariyah al-Mashlahahfl al-Fiqh a/-Islamy karya Husain Hamid Hassan, dan 

al-Mashlahah fl a/-Tasyri' al-Islamy wa Najm al-Din al-Thiif; karya Musthafa 

Zaid, menurut hemat penulis belum membangun secara utuh metode istishlah. 

dengan pendekatan-pendekatan diatas. 

Kajian tentang penalaran istishlah. dirasakan masih perlu dilakukan, 

apalagi jika dikaitkan dengan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat 

dan landasan filosofis suatu komunitas negara-bangsa dalam membangun 

istishld!J.. Dalam kaitan pemikiran hukum Islam yang berkembang di Indonesia, 



8 

baik yang muncul dalam format peraturan perunclang-undangan yang dikeluarkan 

oleh negara/pemerintah~ yang cenderung beraliran normatif atau the rule of law 

clan yang dirumuskan oleh organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul 

Ulama (NU), Muhammadiyah, clan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

berkecenderungan sosiologis atau the rule of social justice, juga dirasa masih 

perlu dan menarik untuk dilakukan. Karena itu, penelitian tentang aplikasi 

metodologis dari penalaran istishliib.f atau al-mashla!1.ah al-mursalah dalam 

konteks perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, menjadi suatu 

ke1riscayaan. 

Formulasi pemikiran hukum Islam di Indonesia, baik yang diformulasikan 

dalam fiqh yang bercorak Indonesia, seperti dirintis dan dibakukan oleh TM. 

Hasbi Ash-Shiddieqi, KH. Ibrahim Hosen, dan Hazairin, yang bersifat 

perorangan. Sementara yang diformulasikan oleh organisasi atau kelembagaan, 

adalah seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masail Nahdlatul 

Ulama (NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. 

Sementara itu, produk pemikiran hukum Islam yang berbentuk peraturan 

perundang-undangan, dapat disebut misalnya Undang-Undang (UU) No. I Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 

tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, lnstruksi Presiden (lnpres) No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, UU No. 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dapat dinyatakan 
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sebagai formulasi pemikiran hukum Islam yang terkait erat dengan siyasah 

syar 'iyyah, produk keputUsan politik penguasa, baik kekuasaan legislatif (sulthah 

tasyri 'iyah) maupun kekasaan eksekutif (sulthah tanfidziyah ). 

Dalam konteks fatwa yang bersifat perorangan, juga muncul l?eberapa 

ka!j'a fiqh tematik, seperti Fiqh Shalat dan Fiqh Zakat tulisan Hasbi ash-

Shiddieqi, Nuansa Fiqih Sosial yang ditulis oleh KH. M.A. Sahal Mahfudh, dan 

Menggagas Fiqih Sosial oleh K.H. Alie Yafi. 

Selain yang disebut di atas, masih ada produk pemikiran hukum Islam 

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berupa keputusan hakim. Keputusan 

hakim ini biasanya disebut dengan jurisprudensi, yang bisa digunakan oleh hakim 

lain dala..'11 men&ngani dan menyelesaikan persoalan hukum yang sama. 

Indonesia, kata Amir Syarifuddin, secara terus menerus memerlukan 

pembaharuan hukum sehingga dapat tercapai kodifikasi dan unifikasi hukum. 
12 

Noul J. Coulson mengatakan, bahwa pembaharuan hukum Islam yang terjadi di 

beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, banyak menempuh pola takhayyur 

atau memilih-milih pemikiran madzhab yang relevan terhadap suatu masalah 

hukum dari berbagai madzhab hukum yang ada.
13 

Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, dalam Munas di Lampung telah 

menetapkan suatu keputusan penting, bahwa yang selama ini bermadzhab secara 

qauly mencoba membuka diri dengan meneguhkan diri untuk bermadzhab secara 

12 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Padang : Angkasa Raya, cet. 

2, 1993,hlin. 138-142. 
13 Noul J. Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh : Edinburgh at the University Press, 

1964, hlm. 201, 208. 
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manhajy.14 Dari sini dapat diduga bahwa Bahtsul Masail juga akan menggunakan 

istishliih. ·yang menjadi cm madzhab Mfiliki. Muhammadiyah yang 

mengidentifikasi dirinya sebagai organisasi pembaharu (gerakan tajdfd) dalam 

melakukan ijtihad, menurut Fathurrahman Djamil, juga menggunakan qiyas dan 

istishliih. atau mash/ah.at mursalah dalam menjawab berbagai persoalan hukum 

yang berkembang di dalam masyarakat. 15 

Bagi negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan terikat 

dalam negara bangsa (nation state) penggunaan metode istishliih. atau mash/ah.at 

al mursalah akan sangat diperlukan, mengingat cara kerja metode istishlah. yang 

universal dan luwes dala.11 menghadapi pelbagai tantangan hukum. Bustanul 

Arifin dalam kata pengantarnya pada buku Eklektisisme Hukum Nasional : 

Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum karya A. Qodri A. Azizy 

menyatakan, bahwa ia sependapat dengan tulisan John Ball yang menyatakan 

bahwa hukum di Indonesia masih dalam persimpangan jala.1. Bahkan menurut A. 

Qodri A Azizy sendiri, sebagaimana dikutip oleh Bustanul Arifin mengatakan, 

bahwa antara hukum Islam dan hukum umum masih berebut tempat, sehingga 

Bustanul Arifin merekomendasikan bahwa eklektisisme hukum ini perlu 

dijadikan sebagai "wacana nasional" sehingga akan menjadi jalan yang lurus atau 

Shirat al-Mustaqim bagi upaya terciptanya hukum nasional.
16 

14 Manhaj artinya metode penalaran. Dalam konteks ini, Jam'iyah NU yang biasanya dalam 
forum bahtsul masail langsung merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang dipandang mu 'tabar, 
memutuskan akan menggunakan metodologi istinbath. Otokritik dilakukan oleh KH. MA. Sabal 
Mahfudh, bahwa kajian masalah hukum dalam bahtsul masail belum memuaskan untuk keperluan 
ilmiah maupun sebagai upaya praktis menghadapi tantangan zaman. Ketidakpuasan juga muncul 
akibat cara berfikir tekstual, yaitu dengan menolak realitas yang tidak sesuai dengan rumusan kitab 
kuning, tanpa memberikan jalan keluar yang sesuai dengan tuntutan kitab itu sendiri. KH. M.A. Sabal 
Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKiS, cet. 1, 1994, hlm. 45-46. 

15 Fathurrahman Djamil, Metode Jjtihad Maj/is Tarjih Muham11'adiyah, Jakarta : Logos, 1995, 
hlm. 57. 

16 Baca Bustanul Arifin, "Kata Pengantar" dalam A. Qodry A. Azizy, Eklektisisme Hukum 
Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2002. 



. -
11 

Untuk menyebut sebagai contoh, formulasi hukum penggantian keduduk:an 

pembagian harta gono-gini diperkenalkan dalam KHI. Di dalam kitab-kitab fiqh 

persoalan ini tidak ditemui pembahasan dan formulasi huk:umnya. Pasal 185 KHI 

menyatakan : (1 ). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris 

maka keduduk:annya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 

tersebut dalam pasal 173. (2). Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh 

melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
17 

Ketentuan 

tersebut, menurut Ahmad Rofiq, merupakan perkembangan baru. Dalam hukum 

kewarisan Islam yang berkembang di Indonesia -- atau meminjam komentar 

Hazairin atas fiqh Syafi'i-keberadaan ahli waris pengganti diposisikan sebagai 

dzawf al-arhiim, yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah, tetapi karena 

posisinya telah ditentukan sebagai ahli waris yang tidak dapat menerima bagian 

warisan, karena ahli waris yang menghubungkannya adalah perempuan. 
18 

Hazairin mengatakan, bahwa dalam memahami QS. Al-Nisa', 4:33 "bagi 

tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib 

kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya ... " dengan "bagi mendiang anak, 

Allah mengadakan mawiilf sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau 

mak, dan bagi mendiang aqrabun, Allah mengadakan mawiilf sebagai ahli waris 

dalam harta peninggalan sesama aqrabunnya".
19 

Demikian juga dalam konteks pembagian harta gono-gini. Sistem gono-

gini yang diatur dalam KHI pasal 96 ayat (1) "Apabila terjadi cerai matL maka 

17 Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 6, 2003, 

him. 416. 
18 Ibid, him. 416. 
19 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith, Jakarta: Tintamas, 1982, 

him. 27-30. 
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separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", tampaknya 

diangkat dari adat kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Di 

Jawa Timur harta gono-gini disebut dengan harta campur kaya, di Jawa Barat 

disebut guna kaya, di Minangkabau disebut harta suarang, dan di Aceh disebut 

dengan hareuta seuhareukat. Daldlll praktik pembagian warisan harta gono-gini, 

setelah diambil separoh dan diberikan kepada pasangan yang lebih lama hidup, 

setelah itu separoh sisanya barn dibagi dengan sistem pembagian warisan.20 

Ilustrasi tersebut di atas, tentang senantiasa diperlukannya formulasi 

hukum Islam di dalam menjawab berbagai r~rsoalan yang berkembang, baik 

perkembangan sains dan teknologi, maupun perubahan sosial yang terjadi di 

dalam m::tSyarakat, memberikan motivasi dan inspirasi yang cukup kuat kepada 

penulis untuk mengkaji lebih jauh, relevansi metode penalaran istishliil1 dengan 

pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia. 

B. Permasalahan 

Dari latar belakang pemikiran di atas, dapat diformulasikan bahwa pokok 

permasalahan yang diteliti dalam disertasi ini adalah bagaimana konsep penalaran 

istishliil:l.f atau al-mash/ab.ah al-mursalah dibangun, dikembangkan dan digunakan 

dalam melakukan istinbiith atau ijtihad dalam memformulasi-kan hukum yang 

sesuai dengan tujuan nash, dan sejalan dengan prinsip-prinsip penalaran, baik 

yang berkembang sejak zaman Nabi maupun para ulama sesudahnya. 

20 Lihat Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2002, hlm. 
204-205. 
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Pennasalahan berikutnya, adalah sejauhmana pengaruh pemikiran yang 

bersifat filosofik, maupun pemikiran filsafat hukum Islam itu sendiri yang terjadi 

di kalangan para ulama muslim atau non-muslim mempengaruhi di dalam 

membangun pola penalaran istishliib.f. 

Setelah itu, juga akan ditelaah keterkaitan atau relevansinya penalaran 

istishliih.i atau al-mash/ab.ah al-mursalah dengan fonnulasi dan pemikiran hukum 

Islam di Indonesia, baik itu yang merupakan produk pemerintah yang dilandasi 

oleh pertimbangan atau kebijakan politik (al-siyiisah al-syar'iyyah) maupun yang 

dikeluarkan oleh onnas keagamaan, sebagai hasil ijtihad kolektif (ijtihad jama 'i) 

mereka. 

C. Tujuan dan Kegunaan r>ec.ulisan 

Penulisan disertasi ini bertujuan untuk mendapatkan rumusan yang jelas 

dan valid tentang penggunaan metode penalaran istish!iib.f atau al-mash/ab.ah al

mursalah bagi istinbiith (formulasi) hukum dalam menghadapi berbagai persoalan 

hukum dalam setiap perubahan sosial yang berkembang dan terjadi di masyarakat. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui relevansi metode penalaran 

istishliib.f atau al-mash/ab.ah al-mursalah dengan perubahan sosial yang terjadi 

dalam masyarakat, dan pada bagian berikutnya akan dikaji relevansi metode 

penalaran istishliib.f dengan pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia. 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ikhtiar 

pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia, yang merupakan kebutuhan 

secara terus menerus, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial yang 

terjadi di dalan1 masyarakat, sehingga hukum Islam senantiasa dapat diterapkan di 

setiap ruang dan waktu (shiilih likulli zamiin wa makiin). 
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D. Telaah Pustaka 

Pangkal segala persoalan filsafat hukum adalah munculnya persoalan-

persoalan barn dalam kehidupan sosial, sehingga menimbulkan problem-problem 

barn dalam bidang hukum.21 Dalam konteks inilah penalaran terhadap nash mulai 

dibutuhkan, karena pada dasarnya, setiap aktivitas seorang muslim hams tetap 

dimuarakan ke dalam ruang lingkup hukum Islam yang bersumber pada nash, 

yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. 

Penalaran terhadap nash yang bertujuan untuk mengeluarkan atau 

memformulasikan hukum (istinbath al-hukm) untuk kemashlahatan manusia, 

dalam beberapa literatur al-fiqh (dasar-dasar metodologis pemikiran fiqh) dikenal 

ada tiga metode, yaitu 1 ). Metode penalaran bayaniy; 2). Metode penalaran 

qiy!isiy, darr 3). Metode pt:nala;an istishltill_i.22 

Metode bayani didasarkan kepada al-qawa 'id al-lughawiyyah atau 

pemahaman dari aspek kebahasaan. Metode qiyasiy dilakukan dengan cara 

mengetahui latar belakang ditetapkannya suatu hukum. Metode istishldll.i 

dilandasi oleh prinsip tujuan syari'ah (maqashid al-syari'ah), yaitu untuk 

merealisasikan kemashlahatan (kebaikan) mar.usia. 

Dalam suatu rumusan yang lebih maju, Muhammad Taqiy al-Hakim 

mengkatagorikan penalar-d.Il-penalaran tersebut menjadi dua, yaitu yang disebut 

dengan 1 ). Jjtihad al-syar 'iy, dan 2). Jjtihad al- 'aqliy. Jjtihad al-syar 'iy diletakkan 

atas dasar pengetahuannya pada pemahaman nash, seperti yang terdapat dalam 

21 Muhammad Khalid Mas'ud, Islamic Legal Philosophy of AbU Isb_aq al-Syathibi's Life and 
Thought, Islamabad : Islamic Research Institute, 1977, hlm. l. 

22 Baca Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, al-Madkhal i/a 'Ilm Ushul al-Fiqh, Beirut : Dar al-Kitab 
al-Jadid, 1965. , 
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buku-buku ushfil al-fiqh. Sedangkan ijtihad al- 'aqlfy, meskipun oleh 

pengarangnya tidak dijelaskan, akan tetapi menurut dugaan penulis, metode ini 

didasarkan kepada pemikiran ilmiah filosofik. 

Pada dasarnya metode-metode penalaran di atas dapat dirumuskan menjadi 

dua katagori, yaitu 1 ). Istinbath dari aspek kebahasaan yang memahami nash dari 

kaidah-kaidah bahasa, dan 2). Istinbath dari aspek maqashid al-syarf'ah, yaitu 

memahami nash dari tujuan Syar 'i (Allah) menetap~ hukum. Pola terakhir ini 

termasuk usaha menent'Jkan 'illat hukum maupun menetapkan hukum yang 

paling bermanfaat atau mashlahat bagi manusia. Pola penalaran ini didasarkan 

pada suatu paradigma tujuan hukum yang diformulasikan dalam kaidah jalb al-

mashalih wa daf'u al-mafiisid (menarik kemashlahatan clan menolak kerusakan) 

atau kadang diucapkan dar 'u al-mafiisid muqaddam 'ala jalb al-mashdlih 

(menolak kerusakan didfillulukan atas menarik kemashlahatan). Paradigma ini 

dapat diringkas dengan ''jalb al-mashiilih" saja, karena "daf'u al- mafasi<f' secara 

tidak langsung berarti sudah ''jalb al-mashalih".
23 

Untuk menentukan "mashlahat" dan "mafsadat" memang telah terjadi 

pertentangan pendapat teologis, dan bahkan persoalan ini tidak bisa membawa 

semua aspek pertentangan teologis yang terjadi di kalangan ulama kalam. 

Berangkat dari persoalan akal d(tll wahyu, maka persoalan kekuasaan dan 

fungsi wahyu dihadapkan kepada dua persoalan pokok, yaitu pertama, 

mengetahui Tuhan dan kewajiban manusia mengetahui Tuhan; kedua, mengetahui 

baik dan buruk, dan kewajiban manusia mengerjakan yang baik dan 

23 Jalal al- Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, al-Asyb<ih wa al-Nadh<iir, Cairo : Ihya' al-Kutub 

al-'Arabiyah, tt., hlm. 8. 
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meninggalkan yang buruk. Persoalan di atas berkaitan pula dengan free will dan 

predestination atau paham qadariy dan jabariy. Persoalan yang berkembang 

berikutnya sebagai akibat dari persoalan-persoalan di atas adalah tentang 

kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan, dan perbuatan-perbuatan 

Tuhan. Persoalan yang terakhir ini, menyangkut kewajiban-kewajiban Tuhan 

terhadap manusia, berbuat baik dan terbaik, beban di luar kemampuan manusia. 

Sekadar contoh, persoalan di atas menjadi pertentangan yang tajam antara 

golongan Mu 'tazilah dan Asy 'ariyah. Golongan lvfu 'tazilah mempunyai gugus 

pemikiran bahwa akal manusia mempunyai kekuatan, maka mengetahui Tuhan 

dan kewajiban mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk serta kewajiban 

untuk menjauhi perbuatan jahat dan melaksanakan perbuatan baik, adalah menjadi 

kewajiban manusia. Namun sebaliknya, bagi Asy'nriyah, karena akal manusia 

menurut golongan ini lemah, maka akal tidak memiliki kekuatan untuk 

mengetahui persoalan di atas. Kewajiban-kewajiban manusia bagi Asy'ariyah 

ditentukan oleh wahyu. 

Paradigma pemikiran teologi ini menjelaskan bahwa aliran Mu 'tazilah 

memberi daya lebih besar kepada akal dan fungsi lebih kecil kepada wahyu, 

sehingga manusia dipandang berkuasa dan merdeka. Sedangkan aliran 

Asy 'ariyah, memberikan daya lebih kecil kepada akal manusia dan memberi 

fungsi lebih besar kepada wahyu, sehingga manusia dipandang lemah dan kurang 

merdeka. Aliran yang berada di tengah di antara dua aliran tersebut adalah 

Maturidiyah. Meskipun bagi Maturidiyah cabang Samarkand, manusia dianggap 

lebih berkuasa dan merdeka di banding dengan Maturidiyah cabang Bukhara. 
24 

24 Hamn Nasution, Theologi Islam, Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, Jakarta : UI 

Press, 1986, hlm. 79-101. 
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Pertentangan lain yang masih terkait dengan persoalan daya dan kekuasaan 

manusia adalah mengenai kehendak mutlak Tuhan, kekuasaan dan kehendak 

mutlak Tuhan, dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagi Mu 'tazilah, kekuasaan 

Tuhan tidak mutlak lagi, karena telah dibatasi oleh kebebasan y~g telah 

diberikan kepada manusia dalam menentukan kemauan dan perbuatan. 

Sebaliknya, bagi Asy 'ariyah, Tuhan tidak tunduk kepada siapa pun, di atas Tuhan 

tidak ada zat lain yang dapat membuat hukum dan dapat menentukan apa yang 

boleh dibuat dan apa yang tidak boleh (i1buat oleh Tuhan. Tuhan bersifat absolut 

dan tidak ada seorang pun yang dapat mencela perbuatanNya, sungguh pun 

perbuatan-perbuatan itu oleh akal manusia dipandang tidak baik dan tidak adil.
25 

Tentang keadilan Tuhan ini, Mu 'tazilah berpendapat bahwa semua 

makhluk lain diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan manusia, bukan untuk 

Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kaum Mu 'tazilah melihat segala-galanya dari 

sudut pan.dang kepentingan manusia. Sebaliknya, kaum Asy 'ariyah berpendapat 

bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan-tujuan sebagaimana pendapat Mu 'tazilah. 

Tuhan berbuat karena semata-mata kekuasaan dan kehendak mutlak-Nva, bukan 

karena kepentingan manusia atau yang lain. 

Ilustrasi tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa "Tuhan Adil" 

mengandung arti bahwa semua perbuatan Tlli1an adalah baik. Ia tidak dapat 

berbuat buruk. Ia tidak dapat bersifat dhalim dalam memberi hukuman, tidak 

dapat menghukum anak orang musyrik lantaran dosa orang tuanya, tidak dapat 

meletakkan be ban yang tak dapat dipikul oleh manusia. Bagi Asy 'ariyah, keadilan 

25 Ibid., him. 118-122. 
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Tuhan mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap 

makhluk-Nya dan dapat berbuat sekehendak hati-Nya dalam kerajaan-Nya.26 

Dalam paradigma fiqh, kemashlahatan, di samping menjadi persoalan 

"mashlahat" dan "mafsadat" juga menjadi persoalan syarat-syarat sahnya 

perbuatan suatu hukum, subyek dan obyek hukum. Syarat-syarat sahnya 

perbuatan hukum dalam berbagai buku ushul al-fiqh khususnya yang membahas 

mengenai mahkumfih. atau perbuatan orang mukalaf sebagai tempat 

menghubungkan hukum syara' disebutkan ada tiga, yaitu : 1 ). Hukum tersebut 

dapat dipahami oleh manusia; 2). Dapat dijalankan oleh manusia; dan 3). Hukum 

tersebut datang dari yang berwenang menetapkannya.27 

Pembahasan tentang yang berwenang menetapkan hukum berarti 

membicarakan tentang subyek hukum, yaitu Allah. Namun demikian, kehendak 

Allah ini dapat dipahami melalui Rasul-Nya, atau manusia yang telah memer..uhi 

syarat untuk mengetahui kehendak subyek hukum tersebut melalui wahyu-wahyu-

Nya. Manusia berkewajiban menjalankan hukum apabila ia memahami hukum 

yang akan dikerjakan dan mampu melaksanakannya, atau dewasa dan cakap 

melakukan perbuatan hukum (mukallaf). 

Dalam menghadapi setiap perkembangan dan perubahan sosial diperlukan 

adanya pemahaman terhadap nash yang tidak hanya melihat pada aspek 

kebahasaan saja, akan tetapi yang lebih utama adalah aspek maqdshid al-syari'ah 

atau tujuan-tujuan ditetapkannya hukum yang tidak lain adalah untuk menjaga 

26 Ibid., hlm. 123-127. 
27 Mukhtar Yahya dan Fatchtirrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiq Islami, Bandung, 

PT. Al-Ma'arif, Cet. 1, 1986, him. 161-162. 
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dan mendatangkan kemashlahatan (manfaat) bagi manusia. Dalam kaitan ini, 

manusia mempunyai peran untuk melakukan tugas-tugas memahami dan 

mengembangkan penalaran tersebut, karena Allah SWT menurunkan hukum

hukumNya adalah untuk kepentingan manusia. 

Dalam konteks kenegaraan tentu saja manusia tidak bisa berdiri sendiri 

karena setiap manusia dalam satu negara akan terikat oleh hukum positif yang 

berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu problem utamanya bukan pada 

mencari legitimasi hukum Islam atas hukum nasional, tetapi sebagaimana 

dikemukakan oleh A. Qodri A. Azizy adalah mengarahkfill seberapa banyak 

hukum Islam mampu menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka kemajuan 

keteraturan, ketentraman dan kesejahteraan cfalam kehidupan beroangsa dan 

bemegara. 28 Dengan arah yang demikian maka yang disebut hukum Islam 

naniinya tidak hanya yang diberlakukan di lingkungan peradilan agama tetapi 

keseluruhan hukum yang berlaku bagi umat Islam sebagai warga negarn. Hal ini 

menjadi sangat penting karena tidak hanya untuk menghindari dualisme ketaata..'1 

yang seakan-akan dikotomis, yaitu ketaatan kepada negara dan agama, tetapi 

sekaligus sebagai upaya agar umat Islam terhindar dari aktivitus yang tidak 

mempunyai dasar hukum menurut Islam, karena dalam terminologi muslim 

semestinya semua umat muslim mendapatkan taklif (pembebanan hukum). 

Dengan demikian penegasan nash mengenai kewajiban bagi umat muslim untuk 

menggunakan hukum Allah dan menjalankan perintah Allah serta meninggalkan 

larangan-Nya, tidak hanya disikapi dengan sikap yang tidak pemah jelas bahkan 

28 A. Qodri A. Azizy, Eklektisisme ... , hlm. 176-177. 
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sebagian mengatak:an bahwa ketidakberdayaan mulsim menjalankan hukum-

hukum Allah karena situasinya masih dalam keadaan darurat (keterpaksaan). 

Banyak penelitian mengenai pemikiran hukum Islam di Indonesia 

dilakukan, akan tetapi yang secara spesifik mengembangkan kajian tentang 

metode istishla!l masih relatif sulit dijumpai. Dalam buku Eklektisisme Hukum 

Nasional : Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum yang ditulis oleh 

A. Qodry A. Azizy, ketika berbicara tentang "Ijtihad dan Pembaharuan Hukum 
,-··,.,,_ 

Islam'', hanya menyinggung secara sambil lalu tentang metode-metode ijtihad 

yang telah dirumuskan para ulama.29 Dalam hal ini Qodry menyoroti bahwa 

perseoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. 

Pertanyaannya adalah, apakah harus membiarkan hukum Islam secara ketat, 

sehingga memtiarkan perkembai.1gan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya 

hukum ?. Disinilah, kata Qodry, lalu muncul pembahasan mengenai reinterpretasi 

terhadap nash wahyu, ijtihad kembali, redefinisi bem1adzhab, dan semacanmya. 

Dengan kata lain, kebanyakan ulama dan pemikir Islam menghendaki tetap 

adanya hukum Islam yang mampu memberi solusi dan Jawaban terhadap 

perubahan sosial. Di sini pula terjadi upaya melakukan ijtihad di masa modem, 

termasuk metodologi apa yang biasanya dilakukan dalam masyarakat modem 

ini.30 Inti yang hampir disepakati adalah bahwa hukum Islam pada hakikatnya 

untuk menciptak:an kemashlahatan umat manusia, yang harus selalu sesuai dengan 

tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad dan ijtihad baru.
31 

29 Baca A. Qodry A. Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi antara Hukum Islam dan 
Hukum Umum, Yogyakarta : Gama Media, 2002, him. 30-31. 

30 A. Qodry A. Azizy, Eklektisisme ... , him. 32. Lihat juga Norman Anderson, Law Reform in the 
Mus/em World, London: The Athlone Press, 1976. 

31 A. Qodry A.Azizy, Eklektisisme ... , him. 32. 



.-

21 

Dalam konteks format hukwn, ada dua pendekatan formal dan kultural. 

Pertama, menurut pendapat formal, hukwn Islam harus diterapkan kepada mereka 

yang sudah mengucapkan dua kalimah syahadah atau sudah masuk Islam. Istilah 

"positivisasi hukum Islam" tidak akan populer, kecuali berarti bahwa mereka 

yang bergarua Islam hams dengan serta merta menjalankan atau dipaksakan untuk 

menerima hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, proses 

kehidupan politik, termasuk partai politik, adalah dalam rangka atau sebagai alat 

untuk menerapkan hukum Islam secara normatif dan formal ini. Kedua, 

p~ndekatan kultu..'"al. Mef!1Jrut pendapat ini, yang terpenting bukan formalisme 

penerapan hukum Islam atau dengan pendekatan normatif ideologis. Namun 

peuycrapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat itulah yang justru lebih 

penting.32 Dr. KH. MA. Sahal Mahfudh menyatakan, "terciptanya hukum yang 

ideal dalam masyarakat madani dengan demikian, harus dimulai juga dengan 

menyerap nilai-nilai hukum universal tersebut di atas dalam kerangka 

kemasyarakatan yang proporsional. Nilai-nilai universal yang dimaksud di sini 

adalah meliputi : keadilan, kejujuran, kebebasan, persamaan di muka hukum, 

perlindungan hukum terhadap masyarakat tak seagama, dan menjunjung tinggi 

supremasi hukum Allah. Maksudnya, nilai tersebut hams diupayakan tertanam 

dan terimplementasikan dalam segala unsur rnasyarakat madani, mulai dari sistem 

kelembagaan dan unsur masyarakat pendukungnya". 33 

32 A. Qodry A. Azizy, Eklektisisme ... , him. 194-195. 
33 KR.MA. Sahal Mahfudh, "Peran Hukum Islam dalam menciptakan Masyarakat Madani 

Indonesia'', Maka/ah dalam Disku5i pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 
27 September 200 I. 
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Sumanto Al-Qurthubi yang menulis buku hasil penelitian skripsinya, 

berjudul "KH. MA. Sahal Mahfudh : Era Baru Fiqh Indonesia", ketika membahas 

metode kontekstual (madzhab manhajiy) juga hanya menyinggung secara um.um, 

tidak membahas tentang kemashlahatan atau istishlah. sebagaimana penulis 

maksud dalam disertasi ini. Dalam kata-kata Sumanto, "bermadzhab secara 

metodologis (madzhab manhajiy) bagi KH Sahal merupakan suatu keharusan. Hal 

ini disebabkan, bukan hanya lantaran teks-teks fiqih dalam kitab kuning yang 

sudah aplicable seiring dengan berubahnya ruang dan waktu, namun memahami 

fiqih secara tekstual merupakan aktivitas yang ahistoris dan paradoks dengan 

makna fiqih itu sendiri. 34 KH. MA. Sahal di dalam melakukan formulasi hukum 

memang berangkat dari kemashlahatan yang menjadi maqashid al-syarf'ah, akan 

•, 
tetapi di dalam buku ini, Sumanto tidak menjelaskan secara detail cara kerja 

tentang metode istishlah.. 

Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya Fiqh Madzhab Negara 

Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia, mengedepankan kajian tentang 

politik hukum Islam di Indonesia. 35 Dalam pembahasan tentang po la 

pembaharuan hukum Islam : Belajar dari Seberang, mereka mengkatagorikan 

pola-pola sebagai berikut : 1. Takhshfsh al-Qadli (hak penguasa untuk memutus-

kan dan menguatkan keputusan pengadilan), digunakan sebagai prosedur untu.k 

membatasi penerapan syari' ah pada persoalan-pesoalan hukum perdata bagi um.at 

Islam. Prosedur yang sama juga digunakan untuk mencegah pengadilan dari 

34 Sumanto al-Qurtubi, KH. MA. Sahal Mahfudh : Era Baru Fiqh Indonesia, Yogyakarta : 

Cermin, 1999, hlm. 116-117. 
35 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di 

Indonesia, Yogyakarta : LKiS, 200 I. 
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penerapan syari'ah dalam keadaan yang spesifik tanpa mengubah aturan-aturan 

syari'ah yang relevan.' 2. Takhayyur, yaitu menyeleksi berbagai pendapat 

madzhab secara eklektik seperti Sudan melalui fatwa (judicial directives). Pola ini 

disebut juga dengan talfiq untuk menggabungkan berbagai madzhab satu dengan 

yang lain, seperti Mesir pada 1925 yang mengatur dan membatasi kebebasan 

suami untuk menceriakan isterinya dengan mempersulit proses perceraian. 3. 

Suatu bentuk penafsiran kembali digunakan untuk membatasi kebebasan pria 

dalam melakukan perceraian dan poligami. Status Personal Tunisia (The Tunisia 

Law of Personal Status) 1956 menyatakan, bahwa perceraian tidak terjadi kecuali 

dengan keputusan pengadilan. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dalam UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 4. Siyiisah 

al- Syar 'iyyah (kebijalcan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administratif 

yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syari'ah), digunakan untuk 

memperkenalk&n bentuk-bentuk pembaharuan, seperti pencatatan perkawinan, 

pembatasan usia perkawinan, dan ijin pengadilan bagi suami yang berpoligami. 5. 

Di India dan bekas koloni lnggris lainnya, pembaharuan hukum Islam dilakukan 

dengan berbagai keputusan pengadilan dengan cara yang digunakan dalam tradisi 

hukum adat. 36 

Mereka tidak membahas secara spesifik cara kerja metode istishliih. dalam 

pembaharuan hukum Islam di Indonesia, meskipun tentu saja, formulasi hukum di 

dalamnya, berangkat dari konsep kemashlahatan yang menjadi tujuan (maqiishid) 

syari'ah. 

36 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Madzhab ... hlm. 89-91. 
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Amir Syarifuddin dalam bukunya Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum 

Islam, 37 juga tidak ditenmkan analisis secara metodologis yang mengedepankan 

metode istishliib. sebagai metode pembaharuan pemikiran hukum Islam. Amir 

mengatakan : "Walaupun metode mash/ab.at mursalah dapat dianggap sebagai 

suatu kemunduran dibandingkan dengan ~pa yang dirintis oleh Umar ibn al-

Khattab, namun kalangan Jumhur ulama masih keberatan menerimanya, karena 

mashlahat itu belum dapat dijadikan dalil, kecuali bila diketahui telah ada 

petunjuk atau dukungan dari nash syara' baik secara langsung atau tidak".38 

Dalam buku Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. H 

Munawir Sjadzali, MA. yang diedit oleh Tim yang diketuai oleh Muhammad 

Wahyuni Nafis,39 yang merangkum tulisan banyak sarjana Muslim Indonesia, 

tidak mengedepankan pembahasan spesifik tentang metode istishliill sebagai 

kerangka kerja pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Meskipun harus pula 

dipahami, bahwa Munawir Sjadzali cukup memiliki consern yang sangat besar 

dalam upayanya melakukan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia. 

Dari telaah pustaka di atas, penulis menemukan momentum dan ruang 

yang terbuka bagi upaya mengkaji metode penalaran istishliib. dalam 

pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia, lebih-lebih dalam konteks 

siyasah al-syar 'iyah. Ini juga sejalan dengan penelitian Anderson, yang 

menyimpulkan bahwa mayoritas negara muslim di dunia ini, menggunakan pola 

37 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Padang : Angkasa Raya, 
1993, him. 84-85. 

38 Ibid, him. 85. 
39 Muhammad Wahyuni Nafis (Eds), Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. H. 

Munawir Sjadzali, MA, Jakarta: IPHI-Paramadina, cet. 1, 1995. 
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formulasi peraturan perundang-undangan 46 yang cukup kental kepentingan 

siyiisah syar 'iyyahnya. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan disertasi ini, 

dibagi menjadi dua, yakni metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

1. Pengumpulan Data. 

Dalam pengumpulan data, digunakan riset kepustakaan yang 

menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan metode 

penalaran istishliil:l.f dalam beberapa buku al-fiqh atau filsafat hukum Islam 

dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Selanjutnya akan 

ditelusuri pula buku-buku yang berkaitan dengai1 teologi, filsafat hukum, 

moral, sosiologi atau teori-teori perubalian sosial, dan politik, praktek hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan 

dengan rencana analisis yang ukan dilakukan. 

2. Analisis Data. 

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif 

dengan menggunakan teori Noeng Muhadjir (1989) dengan teknik: 

a. Tematik, akan digunakan dalam Bab II dan Ill, terutama untuk 

menemukan konsep tentang makna hukum Islam dan konsep tentang 

istishliif1 atau al-mashlaf1ah al-mursalah dari nash. Teknik ini akan 

digunakan juga untuk membuat contoh-contoh penalaran istishliibJ yang 

40 JND. Anderson, Islamic Law ... , hlm. 25. 
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diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, khususnya untulc menemukan 

illat dan tujuan hllkum. 

b. Reflektif, akan diterapkan dalam semua bah, karena pembahasan dalam 

tulisan ini diperkirakan akan membutuhkan keluwesan dalam. berfikir 

yang bisa mondar-mandir antara metode berfikir deduktif dan induktif. 

Deduktif terutama akan digunakan untulc menemukan wawasan 

paradigmatik yang dijadikan pangkal metode istishliib_f. Induktif akan 

digunakan untulc mendukung data-data pemikiran yang mungkin akan 

lebih bersifat holistik, sosiologik, dan filosofik. 

c. Komparatif, terutama akan digunakan untulc membandingkan semua 

pemikiran istishliib.i yang akan diungkapkan dalam Bab IV. 

Pembandingan ini dilakukan untulc mencari titik-titik temu antara semua 

pemikiran yang ada. Namun komparasi pemikiran juga akan terlihat pada 

bab-bab yang lain karcna sifat pcmikiran Islam yang memang banyak 

terdapat ikhtiliif (perbedaan pendapat ). 

d. Kontekstua/, akan digunakan khususnya pada Bab V, yaitu penerapan 

metode penalaran istishliib.f dalam konteks kehidupan dan perubahan 

sosial dan perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. 

e. Tekstual, digunakan untuk memahami petunjuk (daliilah) wahyu, baik 

berdasar pada al-Qur'an maupun sunnah nabi dengan melihat apa adanya 

isi yang tersurat dalam wahyu tersebut. 

Adapun metodologinya penulis masukkan dalam wilayah metodologi 

post modem dengan metode berpikir post positivistik phenomenologik 
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interpretatif dengan melakukan dekonstruk:si terhadap manhaj tasyrf' (istinbath 

al-ahkiim) di bidang , istishlall, yang dilandasi oleh keyakinan bahwa hukum 

Islam diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia, sehingga selama ada 

kemaslahatan maka di situ ada hukum Islam. Oleh karena itu dalam tulisan ini 

tidak semata-mata berpikir linier positivistik yang tekstual tetapi ke arah yang 

lebih logik ke rasional divergen, horisontal yang dipadukan dengan 

phenomenologik yang interpretatif dengan melihat pada fenomena sosial yang 

berkembang untuk menemukan kebenaran menurut ukuran manusia. 

Pada aras ini penulis juga tidak ingin terjebak pada pemikiran sekuler 

yang antroposentris, karena hukum Islam bagaimanapun tidak hanya berhenti 

pada manusia, tetapi kepada al-Syari' (Allah dan Rasulnya) melalui al-Qur'an 

dan al-sunnah. Jalan menuju kebenaran ini bisa jadi melakukan dekolistruk:si 

<lulu terhadap metode istinbath huk!.11I1 Islam yang kemu<lian melakukan 

konstruksi kembali agar tidak terjadi kevacuman dan ketidakpastian hukum 

dalam menghadapi perubahan sosial. 

Dengan arah berpikir seperti di atas, maka pendekatan keilmuan yang 

digunakan dalam disertasi ini tidak lepas dari disiplin ilmu filsafat, etika, 

sosiologi dan sejarah. Pendekatan filsafat dipergunakan untuk mencari jawaban 

yang mendalam mengenai makna dan hakekat hukum, cara-cara menemukan 

hukum, siapa yang berhak menetapkan hukum dan untuk hukum apa itu 

ditetapkan. Pendekatan filsafat ini pula yang diharapkan dapat membawa kajian 

ini bersifat holistik, kritis dan rasional dengan memperhatikan fenomena

fenomena sosial yang berkembang, karena mengkaji filsafat hukum juga 
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menyangkut kajian terhadap tingkah laku manusia dan sosial. Oleh karena itu 

kajian filsafat juga tidak lepas dari pendekatan etika terutama persoalan baik dan 

buruk atau pantas dan tidak pantas, yang dalam Islam sering disebut dengan 

hasan (baik) dan qabih (buruk) atau ma 'ri1f (patut) dan munkar (tidak patut). 

K:!fena sifatnya yang menyangkut tingkah laku manusia maka juga tidak bisa 

lepas dari kajian sosiologis terutama adanya perkembangan-perkembangan sosial 

dengan segala bentuk fenomenanya serta tuntutan-tuntutannya. Kemudian kajian 

sosiologis juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan 

kehidupan sosial yang pemah dikembangkan oleh manusia sehingga aspek-aspek 

kesejarahanjuga diperlukan untuk mendukung tulisan ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Disertasi ini terdiri dari enam bab yang disistematisasikan sebagai berikut. 

Pertama, bab I tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang pemikiran, 

rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode 

penulisan, dan sistematika penulisan. 

Bab II membahas tentang Makna Hukum Islam, yang terdiri dari dua sub 

bab, pertama tentang hakekat Hukum Islam, tujuan hukum Islam dan Subyek dan 

obyek hukum Islam. 

Bab III tentang lstishliih sebagai Filsafat Hukum Islam, terdiri dari 

beberapa sub bab, pertama, tentang isyarat-isyarat Nash tentang Istishliih sebagai 

pertimbagan keputusan hukum, kedua, metode Nabi dalam menetapkan dan 

memutuskan hukum, ketig~ 'Umar ibn al- Khaththab sebagai pencetus filsafat 
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hukum Islam, keempat, ukuran baik clan buruk menurut ulama teologis, filosuf, 

sufi dan fuqaha', dan kelima, pengaruh gelombang hellenisme dalam 

pembentukan metode penalaran hukum Islam. 

Bab IV membahas tentang Istishlah sebagai Metode Penalaran /stinbiith 

hukum di kalangan ulama, terdiri dari metoda-metoda penalaran dalam formulasi 

hukum Islam, pertama, istishliib. sebagai metode penalaran hukum di kalangan 

ulama klasik baik itu Malikiyah maupun ulama selain Mfilikiyah clan kalangan 

ulama pembaharu hukum Islam di abad XX. Dalam bah ini juga langsung 

diarahkan pada ruang lingkup penggunaan istishllib. dalam istinbiith hukum, dan 

kajian mengenai manusia dan kewenangannya dalam menetapkan hukum 

berdasarkan istishliib. serta penggunaan ;stishloh. dalam siyiisah al-syar 'iyyah, 

berdasar istishliib.. 

Bab V tentang Penalaran /stishliib.i dan Relevansinya dengan Pembaharuan 

Hukum Islam di Indonesia. Dalam bab ini dibahas, pertama, sketsa historis 

pembaharuan hukum Islam di Indonesia, kedua, karakteristik pembaharuan 

pemikiran hukum Islam di Indonesia, ketiga, relevansi metode istishliib. dalam 

pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia. 

Bab VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan kata penutup. 

Pada bagian akhir disertasi ini dilampirkan daftar pustaka, indeks, riwayat 

hidup, dan lampiran lain yang relevan. 



. . 



A. Kesimpulan 

BABVI 

KESIMPULAN 

Sud2.h menjadi pemahaman umum, bahwa sumber hukum Islam yang 

utama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, namun sejalan dengan perubahan sosial 

dan perkembangan sains dan teknologi, yang mengakibatkan munculnya tuntutan 

dan kebutuhan hukum baru, agar tidak terjadi kevakuman hukum, maka 

dibutuhkan penalaran secara metodologis untuk memahami, mengeluarkan, dan 

memformulasikan hukum Islam dari dua sumber tersebut. 

Praktik penggunaan pemikiran dan penalaran tersebut telah berjalan sejak 

zaman Rasulullah SAW, tetapi karena pada saat itu masih dalam masa wahyu 

diturunkan (legislasi syari'ah), maka penalaran tersebut tidak bisa dikatakan 

sebagai aktifitas ijtihad, sehingga dengan demikian hasilnya tidak bisa dikatakan 

fiqh. Di samping itu otoritas syari'ah tetap berada dan kembali kepada Rasullah 

SAW. 

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kebutuhan terhadap penalaran tentang 

tujuan syari'ah (maqiishid al-syari'ah) yang termuat dalam nash baik al-Qur'an 

maupun al-Sunnah mulai memberikan posisinya yang jelas. Sejak periode 

tersebut mulai terbedakan antara produk hukum yang menggunakan penalaran 

(ijtihad) dengan yang tanpa menggunakan penalaran. Produk yang menggunakan 

penalaran disebut fiqh dan yang langsung dari nash disebut dengan syari' ah. 

262 
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Subyek yang memformulasikan hukum fiqih adalah manusia atau disebut 

faqih (mujtahid), sedangkan subyek hukum syari'ah adalah al-Syari' (Allah dan 

Rasul-Nya). Oleh karena itu, fiqh mempunyai sifat yang relatif, tidak universal, 

dan berkembang sesuai dengan tuntutan dari obyek hukum (mukallaj), yang 

berada pada ruang dan waktu tertentu. Sedangkan syari 'ah bersifat mutlak 

berlaku secara universal dan tidak berubah akibat perubahan ruang dan waktu. 

Di antara metode penalaran yang digunakan dalam mengantisipasi dan 

memenuhi kebutuhan obyek hukum yang senant!~a berkembang itu adalah 

penalaran yang didasarkan pada prinsip atau metode istishlah (mencari 

kemashlahatan). Penalaran ini menurut hasil penelitian penulis dikembangkan 

dari paradigma tujuan syari'ah (maqashid al-syari'ah), yaitu untuk menciptakan 

kemashlahatan manusia cii dunia dan akhirat serta menghindari hal-hal yang 

mendatangkan mafsadah (kerusakan) dalam hidup dankehidupan manusia. 

Metode penalaran yang dirumuskan oleh para ulama, berkembang dan 

bermacam-macam, seperti ijma ', qiyas, istihsan,' istishhab al-ash/, 'urj dan sadd 

al-dzari'ah. Dalam perkembangannya, metode penalaran istishlah ini, 

mengkristal menjadi metode penalaran yang berdiri sendiri sebagai term teknis, 

yang lebih sering disebut dengan metode mashlahat al-mursalah. Disebut dengan 

al-mashlahah al-mursalah, karena kemashlahatan di dalamnya, tidak secara 

eksplisit diatur di dalam nash, baik yang membolehkan maupun yang 

membatalkannya, akan tetapi kemashlahatan tersebut diyakini dengan melalui 

dugaan yang kuat (ghalabah al-zhann) sejalan dengan tujuan syari'ah (maqashid 
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al-syari 'ah) yang meminjam bahasa al-Syathiby disebut sebagai al-muliiimah Ii 

tasharrufiit al-syar '. 

Metode penalaran istishlah tersebut mutlak -- bahkan sangat -- diperlukan 

khususnya pada era modem. ketika perubahan sains dan teknologi, membawa 

implikasi terjadinya perubahan s0sial dalam masyarakat. Dulam penelitian 

penulis, metode ini tidak saja dibangun berdasar pada pendapat para ulama saja, 

akan tetapi secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Adapun 

ruang lingkupnya, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para 

ulama, tetapi kesimpulan yang dapat penulis peroleh berdasar pada penalaran dan 

analisis adanya perbedaan antara syari'ah dan fiqh, di mana fiqh merupakan 

hukum yang di dalamnya terdapat hasil penalaran manusia, maka ruang lingkup 

istishlah dapat diterapkan pada keseluruhan hukum fiqh tersebut. Hal ini 

sebagaimana ditegaskan oleh al-Syathiby dan lbn al-Qayyim al-Jauziyah, bahwa 

metode penalaran ini berlaku pada hukum-hukum yang berkaitan dengan adat 

dan muamalah. Penulis juga sependapat dengan Najm al-Din al-Thufy yang 

mengatakan bahwa pada bidang-bidang muamalah, mashlahah yang berdasar 

pada penalaran manusia mutlak dapat dijadikan hujjah atau dalil hukum 

walaupun tampaknya seakan-akan terdapat pertentangan antara kemashlahatan 

dengan lahimya teks nash. 

Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, menuntut adanya 

formulasi hukum, karena itu untuk memberikan jawaban dan menghindari 

terjadinya kevakuman hukum, penggunaan metode penalaran istishlah ini, 

merupakan suatu keniscayaan. Pembaharuan pemikiran hukum Islam yang terjadi 
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di Indonesia, selain produk-produk yang berupa fiqh, fatwa -- baik yang bersifat 

perorangan maupun kelembagaan -- juga terdapat produk pemikiran yang 

berbentuk keputusan pengadilan (yurisprudensi). Selain itu, tampak dengan jelas 

bahwa produk pemikiran hukum Islam yang berbentuk peraturan perundang-

undangan, juga merupakan kebutuhan mendasar bagi eksistensi dan keberadaan 

sebagai sebuah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena itu, 

pemerintah dalam kapasitasnya sebagai uli al-amr, bersama-sama dengan 

lerr.1uaga legislative (sulthah tasyri 'iyah), berkewajiban untuk memformulasikan 
• 

hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk memberikan 

kepastian hukum masyarakat, yang dibangun dengan kerangka kemashlahatan. 

Tugas legislasi ini, merupakan penjabaran dari amanah yang dipikul oleh uli al-

amr dalam upaya mewjudkan kemashlahatan rakyatnya, sejalan dengan kaidah 

"tasharruf al-imam 'ala al-ra 'iyyah manuth bi (11-mashlahah". 

Kendatipun Negara Indonesia, bukanlah Negara agama, namun juga bukan 

Negara sekuler. Dalam perspektif ini, uli al-amr dengan kewenangan al-siyasah 

al-syar 'iyyah-nya, berkewajiban untuk melindungi rakyatnya, agar di dalam 

setiap persoalan yang dihadapi, tidak ada kevakuman hukum, tetapi justru 

sebaliknya merasa mendapatkan perlindungan dan kemashlahatan dari pemimpin 

(uli al-amr)nya. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan 

PemerintahNomor 28 Tahun 1977, tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, UU Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 38 Tahun 1989 tentang 

Pengelolaan Zakat, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
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Hukum Islam di Indonesia yang dirancang sebagai hukum materiil (terapan) 

Peradilan Agama, dan UU Nomor 41Tahun2004 tentang Wakaf, adalah contoh 

kongkrit dari produk-produk legislasi dari lembaga legislative dan eksekutif 

sebagai penjabaran kewenangan uli al-amr di Indonesia. Meskipun peraturan 

perundang-undangan sebagai kodifikasi membawa implikasi hukurn tersencHri, 

namun kehadirannya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan ini merupakan pengejawantahan dari 

otoritas al-siyiisah al-syar 'iyah, ata:: kebijakan politik yang berkaitan dengan 

keagamaan, termasuk di dalamnya hukum Islam, karena tindakan pemimpin 

hendaklah senantiasa diorientasikan pada upaya merealisasikan kemashlahatan. 

Hukum Islam yang diformulasikan tidak cukup hanya mengedepankan kepastian 

hukum, akan tetapi yang lebih penting adalah mengedepankan prinsip keadilan 

yang mensejahterakan atau membaliagiakan masyarakat. Paradigma hukum yang 

positifistik berangkat dari the rule of law, dikembangkan menjadi paradigma 

progresif dengan spirit the rule of social justice mendapatkan porsi yang menjadi 

keniscayaan. Dengan demikian, Islam yang rahmatan lil 'alamin, Islam yang 

membawa misi keadilan, kesejahteraan, dan membahagiakan akan menjadi suatu 

ajaran yang bermakna bagi kehidupan sosial masyarakat dengan segala 

perubahan dan perkembangannya. Dalam konteks inilah, adagium "al-Islam 

shiilih Ii kulli zamiin wa makiin" artinya "ajaran Islam sesuai dengan segala masa 

dan tempat" dapat dikedepankan. 

Disertasi ini yang telah membatasi ruang lingkup analisisnya pada 

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang atau peraturan lain yang terkait 
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tentang hukum - perdata - Islam di Indonesia, menemukan bahwa 

pembaharuan pemikiran hukum Islam, terutama hal-hal yang tidak diatur secara 

eksplisit dalam al-Qur'an, al-Sunnah, dan kitab-kitab fiqh, seperti : pencatatan 

nikah, pembatasan usia kawin, perceraian harus di depan sidang, perkawinan 

wanita hamil, pewarisan kolektif, penggantian kedudukan, wasiyat wajibah, 

pencatatan wakaf, dan lain-lain, adalah sederet contoh dari formulasi dan 

kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Di dalam memformulasikan peraturan 

tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode penalaran istishlah atau al

mashlahah al-mursalah. Diyakini, bahwa kemashlahatan yang ada di dalamnya 

melalui dugaan kuat (ghalabah al-zhann) bahwa ketentuan-ketentuan hukum 

yang diformulasikan tersebut, akan membawa kemashlahatan bagi masyarakat. 

Lebih dari itu, kemashlahatan yang terkandung di dalam formulasi hukum 

tecsebut, setelah melalui analisis secara cermat dan teliti, tidak bertentangan 

tetapi sejalan dengan maksud dan tujuan hukum Islam (al-mulaimah li 

tasharrufat al-syar '). 

Sebagai salah satu penalaran yang merupakan filsafat hukum Islam, 

diharapkan istishlah juga lebih memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan 

hukum yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga hukum Islam tidak 

kehilangan elan vitalnya, akan tetapi senantiasa memiliki kesanggupan untuk 

menjawab berbagai perubahan sosial yang terjadi. Di sinilah letak relevansi, 

kaidah "la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah 

wa al-bi 'ah", yang artinya "tak bisa dipungkiri terjadinya perubahan hukum 

(Islam) karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan" yang dikemukakan oleh 
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lbn al-Qayyim al-Jauziyah. Syariat - hukum - Islam yang misi utamanya adalah 

rahmatan lil 'alamin, dapat menjawab berbagai tuntutan tempat dan waktu, 

sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat. 

Pemerintah sebagai ulilwaliy al-amr bertanggung jawab untuk 

mengupayakannya melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan, agar 

hukum Islam memiliki makna dan fungsinya untuk mengarahkan masyarakat 

(social engineering), agar mereka mendapatkan kemashlahatan di dalam berbagai 

aspek kehidupan mereka. Di sisi lain, ketika sebuah produk perundang-undangan 

telah melembaga dan menjadi kesadaran hukum masyarakat, maka ia akan dapat 

menjadi cetak biru (blue print) bagi masyarakat, untuk mengawasi masyarakat 

(social control), agar masyarakat juga senantiasa berada dalam kebaikan dan 

kesejahteraan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penalaran istishlah 

atau dalam perspektif tertentu menggunakan term teknis al-mashlahah al

mursalah memiliki relevansi yang tinggi, dan sangat dibutuhkan bagi ikhtiar 

pemba.'1.aruan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Penerapan metode penalaran 

istishlah atau al-mashlahah al-mursalah ini, dapat ditegaskan sebagai dalil yang 

pasti (qath 'iy), meskipun tidak secara eksplisit dibolehkan atau dilarang, tetapi 

karena sejalan dengan tujuan syari'ah (maqashid al-syarf'ah) dengan metode 

induktif (istiqra 'iy). 
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B. Penutup 

Mengakhiri disertasi ini, penulis berharap clan berdoa kepada Allah SWT, 

semoga jerih payah di dalam penulisan ini membawa manfaat bagi masyarakat 

yang ingin mendalami metode penalaran istishlah kaitannya dengan metode 

penalaran dalam pembaharuan pemikiran dan formulasi hukum Islam di 

Indonesia. 

Siapa pun tidak perlu pessimis atau khawatir, bahwa hukum Islam tidak 

mampu memberi jawaban atas berbagai tunti»tan perubahan, tetapi tidak ada 

persoalan yang tidak bisa dijawab oleh hukum Islam, selama kaum muslimin 

masih mampu menggunakan metode penalaran yang tepat, dalam mencermati 

berbagai persoalan yang berkembang dan mencarikan solusi hukumnya. 

Di sinilah, pcnalaran secara metodologis untuk menjawab berbagai 

persoalcm hukum yang berkembang di masyarakat, senantiasa mendapat tempat 

dan melakukannya adalah sebuah keniscayaan demi keagungan dan keabadian 

hukum Islam. 

Wa Allah a 'lam bi al-shawab 



·. 
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